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SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS SABANG

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya 
kepada kita dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat 
bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dan juga salawat dan salam kita sampaikan 
kepada junjungan alam nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia ke jalan 
kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 
Menjadi Undang Undang dan Diperkuat Dengan Undang Undang Nomor  11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh, Memiliki Makna Yang Sangat Dalam Yaitu Kawasan Bebas Sabang Harus Mampu 
Menjadi Prime Mover Pembangunan Dan Pengembangan Daerah Aceh.

Memang bila kita melihat kondisi sekarang hal tersebut belumlah terjadi, namun ke depan kami 
mengajak para birokrat dan pelaku bisnis di Kawasan Sabang untuk menghidupkan, industrialisasi, 
baik industri di sektor konsumsi, produksi maupun sektor jasa sehingga selain mampu meningkatkan 
kesejahteraan daerah juga mampu membuka lapangan kerja sehingga angka kemiskinan dapat 
diturunkan.

Pemerintah telah menetapkan (PP) Nomor 5 Tahun 2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko, tujuannya untuk mempermudah proses pelayanan perizinan kepada 
masyarakat/pelaku usaha dengan memangkas tahapan-tahapan yang sifatnya tidak terlalu mengikat, 
mampu menghindari dan menghilangkan praktek korupsi di dalam pelaksanaan proses perizinan.

Selain itu, proses perizinan berusaha setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, diatur 
berdasarkan jenis resiko dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. terdiri dari tingkat usaha berisiko 
rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. persyaratan yang dibutuhkan disesuaikan 
dengan tingkat resiko berusaha yang diajukan, dengan kata lain proses perizinan berusaha diharapkan 
dapat cepat prosesnya, tepat sasaran dan tanpa biaya (gratis).

Diharapkan setelah ini, para pelaku usaha termasuk UMKM tidak akan lagi mengalami kesulitan 
dalam memproses perizinan yang mereka inginkan sehingga secara tidak langsung mereka mampu 
survive ditengah pandemi covid 19 di saat sekarang ini.

 Harapan kami dengan adanya Standar Operasional dan Prosedur PTSP-BPKS ini akan menjadi 
rules di dalam proses pemberian izin kepada masyarakat dan dunia usaha, yang dulunya rumit, 
disebabkan oleh birokrasi dan prosedur perizinan yang panjang sekarang menjadi lebih mudah dan 
efisien.
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Pada ahkhirnya kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Deputi Komersial dan 
Investasi BPKS, Kepala PTSP BPKS, Tim Tenaga Ahli dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, serta 
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan SOP ini, 
semoga dokumen SOP ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, terima kasih.

Sabang, 23 November 2021
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

ISKANDAR ZULKARNAIN
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Nomor : 1/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
                            

Judul SOP : Pelayanan Helpdesk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

5
Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan 
baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN 
KEUANGAN BPKS;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Petugas Antrian. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 Regulasi Peraturan Perizinan

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Maksimal pelayanan 30 menit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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Nomor : 02/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

               

Judul SOP
:  Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen 

atau Distributor Barang dan/atau Jasa 
Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4
Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) BPKS;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

7 Mampu bekerjasama secara team work.

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;”

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 
03/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN 
PENERTIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN PADA 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG;

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN 
UNTUK PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR 
ATAU AGEN.

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan 

3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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9
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Nomor : 3/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

Judul SOP :  Penerbitan Surat Izin Pengeluaran 
Barang dari Kawasan Sabang. 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia 

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;”

10

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG.

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

SOP Proses Dokumen. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 Regulasi Peraturan Perizinan

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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11
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Nomor : 4/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

Judul SOP :  Layanan Surat Masuk dan Legalisir

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4
Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan 
baik;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.”

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP Petugas Antrian. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP Proses Dokumen. 2 Regulasi Peraturan Perizinan

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Maksimal pelayanan 10 menit. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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13
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Nomor : 5/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

    

Judul SOP :  Pengurusan Syarat Pendaftaran 
Perusahaan (TPP)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS; 

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2
Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan 
perizinan; 

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4
Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan 
baik;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.”

11

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG.

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP Proses Dokumen. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP Proses Dokumen. 2
Regulasi Peraturan Perizinan (Syarat-syarat Pendaftaran 
Perusahaan di PTSP) 

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Pengerjaan Paling Lama 2 (dua) Hari Kerja. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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15
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.  Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2.  Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terbaru ;
3.  Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
4.  Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
5.  Struktur Organisasi;
6.  Izin-izin spesifik dan surat keterangan/referensi lainnya.

 Catatan:
 Untuk kantor pusat perusahaan yang beralamat diluar kota Sabang harus melampirkan 

persyaratan tambahan sebagai berikut:
1.  Fotocopy Akte Pendirian cabang Perusahaan di Sabang yang telah dilegalisir oleh pejabat 

berwenang.
2.  Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Keuchik Gampong dalam Kota Sabang;
3.  Surat penunjukan Direktur/penanggung jawab perusahaan cabang Sabang.



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

16

Nomor : 6/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

        

Judul SOP :  Pelayanan Pengambilan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Memahami prosedur pelayanan pengambilan; 

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2
Memahami prosedur pencatatan laporan 
pengambilan; 

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4
Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan 
baik;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.”

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP Petugas Pengamanan. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP Petugas Antrian. 2 Regulasi Peraturan Perizinan 

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Maksimal pelayanan 10 menit. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

18

Nomor : 7/SOP/PTSP-BPKS/PELAYANAN/2021

Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 01 November 2021

Disahkan oleh

Judul SOP :  Pelayanan Penyampaian Informasi dan 
Pengaduan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1
Memahami prosedur penyampaian jawaban informasi dan 
pengaduan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3
Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi 
dengan baik;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.”

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

SOP Pengarsipan. 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 Regulasi Peraturan Perizinan 

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Maksimal pelayanan 3 hari. 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

20

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PETUGAS ANTRIAN

1. Memulai aktivitas antrian pukul 09.00
2. Memberikan nomor antrian kepada pelaku usaha sesuai dengan kedatangannya
3. Memberikan lembar formulir kepada PU dan mendampingi PU
4. Mempersilahkan PU menunggu pada tempat yang telah disediakan
5. Mempersilahkan PU menuju loket pelayanan sesuai dengan peruntukannya



21
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PETUGAS PENGAMANAN

1. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi PU
2. Mendampingi petugas PTSP pada jam pelayanan
3. Memberikan informasi dan arahan yang berkaitan dengan pelayanan
4. Mengamankan segala permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan PU
5. Memberikan arahan jika terjadi kebakaran dan bencana
6. Membantu PU yang membutuhkan keamanan 



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

22

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PETUGAS PENGARSIPAN

1. Menerima dokumen dari KTU
2. Menyesuaikan dokumen dengan file pengarsipan
3. Memberikan informasi tentang dokumen jika dibutuhkan 



23
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PROSES DOKUMEN

1. Menerima dokumen dari PU
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Memberikan informasi kepada PU tentang keberadaan dan pengurusan dokumen
4. Mengembalikan dokumen sesuai hasil atau atas permintaan PU 



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

24



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

JENIS PELAYANAN PERIZINAN 
YANG DILIMPAHKAN OLEH

KEMENTERIAN 
PERDAGANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

B A G I A N  2

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU
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OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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Nomor :  01/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

Tanggal Pembuatan :  01 Oktober 2021

Tanggal Revisi :  -

Tanggal Efektif :  01 November 2021

Disahkan oleh

       

Judul SOP :  Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan 
Perusahaan  Perdagangan Asing (SIUP3A)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1
Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan prwakilan 
perusahaan perdagangan asing;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan; 

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin; 

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK; 4

Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan 
baik; 

5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5
Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
BPKS; 

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6

Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia; 

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

7 Mampu bekerjasama secara team work. 

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/
PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN 
SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAN ASING 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI 
PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;

13

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/
PER/6/2010 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN 
SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN 
ASING.

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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Judul SOP
:  Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen 

atau Distributor Barang dan/atau Jasa 
Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4
Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) BPKS;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

7 Mampu bekerjasama secara team work.

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG; 

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/
PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERTIBAN 
SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAN ASING 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI 
PERAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2010;

13
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERIKATAN UNTUK 
PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH DISTRIBUTOR ATAU AGEN.

KETERKAITAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan  

3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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Judul SOP :  Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan 
Langsung (SIUPL)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1
Mamahami prosedur, persyaratan dan  Alur Perijinan di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

6 Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa Indonesia 

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

"PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;”

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

13

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 47/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32/M DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN 
LANGSUNG;

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

4 4 Aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)

5

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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Nomor :  04/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

Tanggal Pembuatan :  01 Oktober 2021

Tanggal Revisi :  -

Tanggal Efektif :  01 November 2021

Disahkan oleh

Judul SOP :  Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei 
(SIUJS)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

13
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR:14/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA 
CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY.

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Nomor :  08/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

Tanggal Pembuatan :  01 Oktober 2021

Tanggal Revisi :  -

Tanggal Efektif :  01 November 2021

Disahkan oleh

            

Judul SOP
:  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 

Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor 
Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

7
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/
PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN 
BAHAN BERBAHAYA.

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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Disahkan oleh

        

Judul SOP
:  Penerbitan Surat Persetujuan 

Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, 
dan Seminar Dagang Internasional

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

6 Dapat mengoperasikan MS Office dan Internet dengan baik.

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

12
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN 
PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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Nomor :  10/SOP/PTSP-BPKS/PERDAGANGAN/2021

Tanggal Pembuatan :  01 Oktober 2021

Tanggal Revisi :  -

Tanggal Efektif :  01 November 2021

Disahkan oleh

           

Judul SOP
:  Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran 

Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar 
Negeri

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;

12
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2021 
TENTANG PERIKATAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN  BARANG  OLEH 
DISTRIBUTOR ATAU AGEN.

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Perizinan  

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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Judul SOP :  Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1 Mamahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2 Memahami prosedur pencatatan laporan;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3
Memahami kebijakan dan peraturan pada pendelegasian 
wewenang izin dan non izin;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mampu bekerjasama secara team work;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Dapat mengoperasi MS Office dan Internet dengan baik;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

6
Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan  bahasa 
Indonesia.

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/
PER/1/2013 TENTANG KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN DI 
BIDANG PERDAGANGAN PADA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.;

12

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG 
INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN 
PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG 
ASAL INDONESIA DALAM ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT 
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

Nomor :  01/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021

Tanggal Pembuatan :  01 Oktober 2021

Tanggal Revisi :  -

Tanggal Efektif :  01 November 2021

Disahkan oleh

Judul SOP :  Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Luar Daerah 
Pabean (LDP)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang 
ke dan dari BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada 
Bidang Perindustrian berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang;

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2
Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
BPKS;

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat 
kepada BPKS;

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4 Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5 Mampu bekerjasama secara team work.

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG;

7

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

KETERKAITAN :

1 SOP PROSES DOKUMEN 1 Pedoman Tata Naskah Dinas

2 SOP PENGARSIPAN 2 Regulasi Peraturan Kementerian Terkait 

3 3 Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja; Central File PTSP BPKS 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

58

: 02/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
:  -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah 
Pabean (TLDDP) 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG; PEMERINTAHAN 
ACEH

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 
2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2
3 3
4
5

- Central File PTSP BPKS

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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: 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk 
Keperluan Tertentu (SUKT)

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2
3 3
4
5

- Central File PTSP BPKS

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 03/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Sementara Untuk 
Keperluan Tertentu (SUKT)

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2
3 3
4
5

- Central File PTSP BPKS

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

64

: 04/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (K3S)

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS

7

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2
3 3
4
5

- Central File PTSP BPKS

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

DASAR HUKUM

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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67
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 05/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pemasukan Pemasukan Sementara 
dari Luar Daerah Pabean (LDP)

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Mampu bekerjasama secara team work.

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Nomor
Tanggal Pembuatan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

70

: 06/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke dari Luar 
Daerah Pabean (LDP)

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Judul SOP

PERINGATAN :

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;
Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Mampu bekerjasama secara team work.

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DASAR HUKUM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 07/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru 
Pemakai Langsung

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

11 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN 
TIDAK BARU;

12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Nomor
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work.

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Pedoman Tata Naskah Dinas
Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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: 08/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru 
Rekondisi

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN 
TIDAK BARU;

11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

Nomor
Tanggal Pembuatan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Tanggal Efektif

Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

DASAR HUKUM

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 09/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal Tidak Baru 
Remanufakturing

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN 
TIDAK BARU;

12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

DASAR HUKUM

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Tanggal Revisi

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

82

: 10/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Rekomendasi Bongkar Muat

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

Pedoman Tata Naskah Dinas

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Mampu bekerjasama secara team work.

KUALIFIKASI PELAKSANA
Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM
Judul SOP

PERINGATAN :

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.
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85
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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: 11/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Rekomendasi Peluncuran Kapal

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DASAR HUKUM

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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: 12/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pengeluaran Barang Modal Tidak 
Baru ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN 
TIDAK BARU;

12 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

DASAR HUKUM

Nomor
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

Mampu bekerjasama secara team work.

Pedoman Tata Naskah Dinas

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Penerbitan Perijinan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 
OPERASIONAL 

PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 13/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pengeluaran Sementara ke Tempat 
Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) 

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mengetahui tentang Kepabeanan dan Cukai;

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari BPKS 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

Pedoman Tata Naskah Dinas

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

DASAR HUKUM

Mampu bekerjasama secara team work.

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuatan

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Revisi

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

94

: 14/SOP/PTSP-BPKS/INDUSTRI/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Pengujian LAB

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

5

6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENTYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

11 IEC 62321 INTERNATIONAL STANDARD ELECTROTECHNICAL 
PRODUCT – DETERMINATION OF LEVELS OF SIX REGULATED 
SUBSTANCES (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT 
CHROMIUM, POLYBROMINATED BIPHENYLS, POLYBROMINATED 
DIPHENYL ETERS);

12 SNI ISO/IEC 17025 TAHUN 2017 PERSYARATAN UMUM 
KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM 
KALIBRASI.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP PROSES DOKUMEN 1
2 SOP PENGARSIPAN 2

3

- Central File PTSP BPKS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Nomor
Tanggal Pembuatan

Memahami Alur Perijinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPKS;

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Disahkan olehBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Judul SOP

PERINGATAN :

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKS serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

- Penerbitan Hasil Uji Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.

Mengetahui tentang standar pengujian laboratorium;

Mampu bekerjasama secara team work.

Komputer dengan Aplikasi Office dan Printer

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Kementerian Terkait
Pedoman Tata Naskah Dinas

KETERKAITAN :

Memahami Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 
BPKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada Bidang Perindustrian 
berkaitan dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213                   
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JENIS PELAYANAN PERIZINAN 
YANG DILIMPAHKAN OLEH

KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA

B A G I A N  4

STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA ADMINISTRATOR 

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

UNIT PELAKSANA PELAYANAN SATU PINTU
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BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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99
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 01/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN 
ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 
2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN 
PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN 
SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

102

: 02/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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105
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 03/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 
TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

108

: 04/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Pemberian Konsensi Kepada Badan Usaha 
Pelabuhan (BUP)  

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. 

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat 
kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuat

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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: 06/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penetapan Pelaksanaan dan Izin Pelaksanaan 
Pengerukan DLKr/DLKp

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada 
BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 07/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penetapan Pelaksanaan dan Izin 
Pelaksanaan Reklamasi DLKr/DLKp

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 21 (Dua puluh Satu) Hari 

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 
Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

116

: 08/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 
TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

13

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat 
kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

118

: 09/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Bongkar Muat Barang 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 
2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA;

3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 
KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN 
DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA 
DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 
2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada 
BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

120 120

: 10/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa 
Transportasi

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 
MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (empat belas) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi 
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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: 11/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan 
Pelabuhan.

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 
Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan. 

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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: 12/SOP/PTSP-
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Penyewaan 
Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan 
Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembua

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan 
berkomunikasi dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

126

: 13/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Tally Mandiri

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 
TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

128

: 14/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 
Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

130

: 15/SOP/PTSP-
BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan 
Kapal

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Mampu bekerjasama secara team work  dan 
berkomunikasi dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan 
dengan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang serta peraturan dan regulasi pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor

Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

132

: 16/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Perantara Jual Beli dan 
atau Sewa Kapal

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 
2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA;

3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, 
NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA 
DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 
2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada 
BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) 

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

134

: 17/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Awak Kapal 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 
2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, 
DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH 
DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN 
SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat 
kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213



BA
D

A
N

 P
EN

G
U

SA
H

A
A

N
 K

AW
A

SA
N

 P
ER

D
AG

A
N

G
A

N
 

BE
BA

S 
D

A
N

 P
EL

A
BU

H
A

N
 B

EB
A

S 
SA

BA
N

G

JU
D

U
L 

SO
P

 
:  

P
en

er
b

it
an

 Iz
in

 U
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 A

w
ak

 K
ap

al
 

N
O

M
O

R
 S

O
P

 
:  

1
7

/S
O

P/
P

T
SP

-B
P

K
S/

P
E

R
H

U
B

U
N

G
A

N
/2

0
2

1

Pe
la

ku
 

U
sa

ha
/ 

In
ve

st
or

Pe
tu

ga
s 

H
el

pd
es

k
K

ep
al

a 
K

T
SP

K
ep

al
a 

B
PK

S
K

E
LE

N
G

K
A

PA
N

W
A

K
T

U
O

U
T

PU
T

1

D
ok

u
m

en
 

Pe
rm

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 

so
ft

co
py

), 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 

in
te

rn
et

10
 M

en
it

Da
ta

 O
SS

2

D
ok

u
m

en
 

Pe
rm

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 

so
ft

co
py

), 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 

in
te

rn
et

90
 M

en
it

Da
ta

 O
SS

, 
Pe

rm
oh

on
an

3

D
ok

u
m

en
 

Pe
rm

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 

so
ft

co
py

), 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 

in
te

rn
et

2 
ha

ri
Da

ta
 O

SS
, 

Pe
rm

oh
on

an

4

D
ok

u
m

en
 

Pe
rm

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 

so
ft

co
py

), 
do

ku
m

en
 

ap
pr

ov
al

, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 

in
te

rn
et

12
 h

ar
i

Dr
af

t I
zin

 

5

D
ok

u
m

en
  

ap
pr

ov
al

, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 

in
te

rn
et

5 
m

en
it

Iz
in

 U
sa

ha
M

en
er

bi
tk

an
 Iz

in
 u

sa
h

a 
K

ea
ge

n
an

 A
w

ak
 

K
ap

al
 u

n
tu

k 
di

te
ri

m
a 

ol
eh

 P
el

ak
u

 U
sa

h
a.

M
U

T
U

 B
A

K
U

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

PE
LA

K
SA

N
A

N
O

K
E

G
IA

T
A

N

M
en

ye
ra

h
ka

n
 d

ok
u

m
en

 le
n

gk
ap

 (h
ar

dc
op

y 
da

n
 s

of
tc

op
y)

 b
es

er
ta

 k
el

en
gk

ap
an

n
ya

 
se

su
ai

 d
en

ga
n

 P
er

m
en

h
u

b 
R

I N
o.

 0
3 

Ta
h

u
n

 
20

13
 P

as
al

 7
7 

ay
at

 (2
)  s

eb
ag

ai
 p

er
sy

ar
at

an
 

iz
in

 U
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 A

w
ak

 K
ap

al
 d

i 
Pe

ra
ir

an
 K

aw
as

an
 B

eb
as

 S
ab

an
g 

ol
eh

 
pe

la
ku

 u
sa

h
a.

M
er

ev
ie

w
 d

at
a 

pe
rm

oh
on

an
 Iz

in
 U

sa
h

a 
K

ea
ge

n
an

 A
w

ak
 K

ap
al

 d
i P

er
ai

ra
n

 K
aw

as
an

 
B

eb
as

 S
ab

an
g 

se
rt

a 
m

em
ve

ri
fik

as
i T

er
ka

it
 

do
ku

m
en

. J
ik

a 
se

tu
ju

 d
an

 d
is

er
ah

ka
n

 
ke

pa
da

 K
ep

al
a 

PT
S

P 
u

n
tu

k 
di

ve
ri

fik
as

i 
ke

m
ba

li,
 ji

ka
 t

id
ak

 s
et

u
ju

i a
ka

n
 d

ib
er

ik
an

 
ca

ta
ta

n
 k

ep
ad

a 
pe

la
ku

 u
sa

h
a 

da
n

 d
it

ol
ak

 
ke

 D
at

ab
as

e 
O

S
S

 B
PK

S
.

M
em

va
lid

as
i d

ok
u

m
en

 p
er

m
oh

on
an

. J
ik

a 
se

tu
ju

 d
it

er
u

sk
an

 k
ep

ad
a 

K
ep

al
a 

B
PK

S
, 

jik
a 

ti
da

k 
se

tu
ju

 a
ka

n
 d

ib
er

ik
an

 c
at

at
an

 
ke

pa
da

 p
el

ak
u

 u
sa

h
a 

da
n

 d
it

ol
ak

 k
e 

da
ta

ba
se

 O
S

S
 B

PK
S

.

M
el

ak
u

ka
n

 a
pp

ro
va

l b
ai

k 
m

en
ol

ak
 m

au
pu

n
 

m
en

ye
tu

ju
i s

es
u

ai
 d

en
ga

n
 d

ok
u

m
en

 
le

n
gk

ap
.

YA

Ti
da

k

YA

Ti
da

k



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

136

: 18/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 
PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 
38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, 
STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN 
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari 
Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pemb

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efekti

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213



BA
D

A
N

 P
EN

G
U

SA
H

A
A

N
 K

AW
A

SA
N

 P
ER

D
AG

A
N

G
A

N
 

BE
BA

S 
D

A
N

 P
EL

A
BU

H
A

N
 B

EB
A

S 
SA

BA
N

G

JU
D

U
L 

SO
P

 
:  

P
en

er
b

it
an

 Iz
in

 U
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 K

ap
al

N
O

M
O

R
 S

O
P

 
:  

1
8

/S
O

P/
P

T
SP

-B
P

K
S/

P
E

R
H

U
B

U
N

G
A

N
/2

0
2

1

Pe
la

ku
 

U
sa

ha
/ 

In
ve

st
or

Pe
tu

ga
s 

H
el

pd
es

k
K

ep
al

a 
K

T
SP

K
ep

al
a 

B
PK

S
K

E
LE

N
G

K
A

PA
N

W
A

K
T

U
O

U
T

PU
T

1

D
ok

u
m

en
 P

er
m

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 s

of
tc

op
y)

, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 in

te
rn

et

10
 M

en
it

Da
ta

 O
SS

2

D
ok

u
m

en
 P

er
m

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 s

of
tc

op
y)

, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 in

te
rn

et

90
 M

en
it

Da
ta

 O
SS

, P
er

m
oh

on
an

3

D
ok

u
m

en
 P

er
m

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 s

of
tc

op
y)

, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 in

te
rn

et

2 
ha

ri
Da

ta
 O

SS
, P

er
m

oh
on

an

4

D
ok

u
m

en
 P

er
m

oh
on

an
 

(h
ar

dc
op

y 
da

n
 s

of
tc

op
y)

, 
do

ku
m

en
 a

pp
ro

va
l, 

K
om

pu
te

r 
te

rk
on

ek
si

 
de

n
ga

n
 ja

ri
n

ga
n

 in
te

rn
et

12
 h

ar
i

Dr
af

t I
zin

 

5
D

ok
u

m
en

  a
pp

ro
va

l, 
K

om
pu

te
r 

te
rk

on
ek

si
 

de
n

ga
n

 ja
ri

n
ga

n
 in

te
rn

et
5 

m
en

it
Iz

in
 U

sa
ha

M
en

er
bi

tk
an

 Iz
in

 u
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 K

ap
al

 
u

n
tu

k 
di

te
ri

m
a 

ol
eh

 P
el

ak
u

 U
sa

h
a 

M
U

T
U

 B
A

K
U

K
E

T
E

R
A

N
G

A
N

PE
LA

K
SA

N
A

N
O

K
E

G
IA

T
A

N

M
en

ye
ra

h
ka

n
 d

ok
u

m
en

 le
n

gk
ap

 
(h

ar
dc

op
y 

da
n

 s
of

tc
op

y)
 b

es
er

ta
 

ke
le

n
gk

ap
an

n
ya

 s
es

u
ai

 d
en

ga
n

 
Pe

rm
en

h
u

b 
R

I N
o.

 0
3 

Ta
h

u
n

 2
01

3 
Pa

sa
l 

80
 a

ya
t 

(2
) s

eb
ag

ai
 p

er
sy

ar
at

an
 iz

in
 

U
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 K

ap
al

 d
i P

er
ai

ra
n

 
K

aw
as

an
 B

eb
as

 S
ab

an
g 

ol
eh

 p
el

ak
u

 
u

sa
h

a.
M

er
ev

ie
w

 d
at

a 
pe

rm
oh

on
an

 Iz
in

 U
sa

h
a 

K
ea

ge
n

an
 K

ap
al

 d
i P

er
ai

ra
n

 K
aw

as
an

 
B

eb
as

 S
ab

an
g 

se
rt

a 
m

em
ve

ri
fik

as
i 

Te
rk

ai
t 

do
ku

m
en

. J
ik

a 
se

tu
ju

 d
an

 
di

se
ra

h
ka

n
 k

ep
ad

a 
K

ep
al

a 
PT

S
P 

u
n

tu
k 

di
ve

ri
fik

as
i k

em
ba

li,
 ji

ka
 t

id
ak

 s
et

u
ju

i 
ak

an
 d

ib
er

ik
an

 c
at

at
an

 k
ep

ad
a 

pe
la

ku
 

u
sa

h
a 

da
n

 d
it

ol
ak

 k
e 

D
at

ab
as

e 
O

S
S

 
B

PK
S

.

M
em

va
lid

as
i d

ok
u

m
en

 p
er

m
oh

on
an

. J
ik

a 
se

tu
ju

 d
it

er
u

sk
an

 k
ep

ad
a 

K
ep

al
a 

B
PK

S
, 

jik
a 

ti
da

k 
se

tu
ju

 a
ka

n
 d

ib
er

ik
an

 c
at

at
an

 
ke

pa
da

 p
el

ak
u

 u
sa

h
a 

da
n

 d
it

ol
ak

 k
e 

da
ta

ba
se

 O
S

S
 B

PK
S

.

M
el

ak
u

ka
n

 a
pp

ro
va

l b
ai

k 
m

en
ol

ak
 

m
au

pu
n

 m
en

ye
tu

ju
i s

es
u

ai
 d

en
ga

n
 

do
ku

m
en

 le
n

gk
ap

.

YA

Ti
da

k

YA

Ti
da

k



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

138

: 19/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penerbitan Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan 
Kapal 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 
CIPTA KERJA;

3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 
TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

4

5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN 
KEUANGAN BPKS;

7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 
KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR 
PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN 
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 
TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN 
KAWASAN SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari 

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi 
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN 

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

140

: 20/SOP/PTSP-BPKS/PERHUBUNGAN/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Pemprosesan Jasa Pelayanan Antara Lain dan 
Tidak Terbatas Pada Bongkar Muat Barang Dari 
dan Ke Kapal dan Usaha Ekspedisi. 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
KERJA;

3

4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH 
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO;

9

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 
TENTANG STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, 
DAN PROSEDUR PELAKSANAAN/KEWENANGAN BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN 
KAWASAN SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAl KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

12

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN 
SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Dokumen. 1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan 
dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada 
BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja.

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 1/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Pengawasan Kepatuhan Penanaman Modal. 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK; 4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS; 6

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS 
KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

13

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG 
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Pemeriksaan Lapangan.                                              1
2 SOP Laporan Pengawasan. 2

Disahkan oleh

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pedoman Tata Naskah Dinas

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik 
mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;

Judul SOP

Dapat berkerjasama, pesiapan laporan dengan baik dan benar.

Tanggal Efektif

Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

DASAR HUKUM

Memahami prosedur pencatatan laporan;

Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik ke 
pelaku usaha/kawasan;

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja. (kecuali Pulau Aceh)

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :
Regulasi Peraturan Perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERINGATAN :

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 2/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213

: Konsultasi OSS RBA Penanaman Modal 
Asing 

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG;

1

2
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG 
PEMERINTAHAN ACEH;

2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG 
PELAYANAN PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 
2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA 
DEWAN KAWASAN SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 
2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 
RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG 
USAHA PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG 
STATUS KELEMBAGAAN DAN PENGUSAHAAN KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 
TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK;

13

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN 
SABANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Proses Izin Usaha Penanaman Modal Asing pada OSS 

RBA BPKS. 1
2

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DASAR HUKUM

- Pengerjaan Paling Lama 3 (tiga) Hari Kerja.

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan

Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi 
dengan baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

Tanggal Efektif

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta 
peraturan dan regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah 
Pusat kepada BPKS;

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 3/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN 
DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

13
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 
17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).                                          1

2

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 
PELABUHAN BEBAS SABANG

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi 
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik;

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213



BA
D

A
N

 PEN
G

U
SA

H
A

A
N

 KAW
A

SA
N

 PERD
AG

A
N

G
A

N
 

BEBA
S D

A
N

 PELA
BU

H
A

N
 BEBA

S SA
BA

N
G

JU
D

U
L SO

P
 

:  Lap
o

ran
 B

erita A
cara P

em
eriksaan

 (B
A

P
)

N
O

M
O

R
 SO

P
 

:  3
/SO

P/P
T

SP
-B

P
K

S/P.M
O

D
A

L/2
0

2
1

Staf
O

perasional
K

epala PTSP
K

ELEN
G

K
APAN

W
AK

TU
O

U
TPU

T

1

D
okum

en (hardcopy 
dan softcopy), 
K

om
puter terkoneksi 

dengan jaringan 
internet

180 M
enit

Berkas/Dokum
en

2

D
okum

en (hardcopy 
dan softcopy), 
K

om
puter terkoneksi 

dengan jaringan 
internet

90 M
enit

Laporan 
Berkas/Dokum

en

3

D
okum

en (hardcopy 
dan softcopy), 
K

om
puter terkoneksi 

dengan jaringan 
internet, D

raft 
laporan

30 M
enit

Laporan 
Berkas/Dokum

en

4
D

okum
en laporan

10 M
enit

Laporan 
Berkas/Dokum

en

N
O

M
enyiapkan : 

1.  data-data berdasarkan form
 B

AP yang sudah 
dilakukan pengaw

asan
2. M

erekap D
ata perusahaan

3. M
engidentidikasi perm

asalahan yang ada di form
 B

AP
4. M

em
buat laporan B

AP untuk diberikan kepada 
pim

pinan.

K
EG

IATAN

M
em

verifikasi laporan B
AP, apabila disetujui m

aka 
diteruskan kepada K

epala PTSP, apabila tidak disetujui 
m

aka dikem
balikan kepada staf.

M
enyetujui laporan B

AP.

M
enyerahkan laporan B

AP untuk diarsip.

M
U

TU
 BAK

U

K
ETER

AN
G

AN

PELAK
SAN

A

YA

Tidak



151
STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 4/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penetapan Izin Usaha Penanaman Modal pada OSS 
BPKS

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN 
DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL; 

13
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 
17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Konsultasi OSS Penanaman Modal. 1

2

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan 
regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

DASAR HUKUM

KETERKAITAN :

Nomor
Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 5/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penyiapan Laporan Data Realisasi Penanaman Modal 
Asing

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN 
DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

13
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 
17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).                                           1

2

KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM

-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Memahami prosedur pencatatan dan penyiapan laporan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disahkan oleh

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer;

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik;

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Efektif

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan regulasi 
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 6/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Penyiapan Laporan Pemantauan Pemenuhan 
Komitmen Perijinan Berusaha.

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

4

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

5

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

6

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN 
DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL; 

13
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 
17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).                                           1

2

Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.
PERINGATAN : PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

KETERKAITAN :

Dapat berkerjasama, pesiapan laporan dengan baik dan benar.

Memahami prosedur, alur persyaratan dan tahapan perizinan;

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik ke 
pelaku usaha/kawasan;

Memahami prosedur pencatatan laporan;

DASAR HUKUM

Judul SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memahami prosedur, persyaratan dan tahapan perizinan;

Mampu bekerjasama secara team work  dan berkomunikasi dengan baik 
mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik ke pelaku usaha/kawasan;

Nomor
Tanggal Pembuatan

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

: 7/SOP/PTSP-BPKS/P.MODAL/2021
: 01 Oktober 2021
: -
: 01 November 2021

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213 

: Persiapan Monitoring Lapangan Terkait Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI 
UNDANG-UNDANG;

1

2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH; 2

3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA; 3

4
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TENTANG TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN 
PUBLIK;

5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN 
SABANG;

6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS;

7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN 
BEBAS;

8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

9
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA 
PENANAMAN MODAL;

10

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STATUS KELEMBAGAAN 
DAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS 
SABANG;

11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE 
DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAl KAWASAN 
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS;

12
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;

13
PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 
17 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN 
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1 SOP Pemantauan Lapangan (SOP Teknis).                                         1
2 SOP Laporan Pemantauan. 2

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Efektif

Memahami peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta peraturan dan 
regulasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada BPKS;

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Nomor
Tanggal Pembuata

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Judul SOP

PERINGATAN :

Dapat mengoperasikan komputer.

Mampu bekerjasama secara team work dan berkomunikasi dengan 
baik;

KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM

- Pengerjaan Paling Lama 1 (satu) Hari Kerja.

KETERKAITAN :

PENDATAAN DAN PENCATATAN :

Regulasi Peraturan Perizinan
Pedoman Tata Naskah Dinas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENDRA SETIAWAN
NPP. 10.00213
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP KONSUTASI OSS PENANAMAN MODAL 

1. Menerima dokumen 
2. Memberikan informasi tentang OSS RBA
3. Memberikan pendampingan OSS RBA



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PROSES USAHA PENANAMAN MODAL ASING PADA OSS RBA

1. Menerima dokumen melalui system OSS RBA
2. Melakukan proses pada system OSS RBA
3. Memberikan informasi proses OSS RBA
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PEMANTAUAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen 
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan 
4. Memberikan informasi hasil pemantauan lapangan kepada Deputi Komersial dan Investasi



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Menerima dokumen 
2. Melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan pengusulan  
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan lapangan
4. Memberikan informasi hasi pemeriksaan lapangan 
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STANDAR 

OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SOP PENGAWASAN

1. Menerima dokumen 
2. Meneruskan dokumen sesuai dengan pengurusan
3. Membuat laporan 
4. Memberikan informasi hasil pengawasan kepada Deputi Komersial dan Investasi



STANDAR 
OPERASIONAL 
PROSEDUR

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA PTSP

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN 
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)
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